BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan
kelancaran pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di
Kabupaten Karanganyar perlu adanya pedoman
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5520);
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10.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
tentang  Perubahan Kedua  atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95};

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3957);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5642},
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menterli Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah; :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara,;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pedoman  Persyaratan
Pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
7/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar
Pedoman  Pengadaan Jasa  Konstruksi dan
Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 Tahun
2011 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa
Konstruksi dan Konsultansi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8
Tahun 2011 tentang Pembagian Klasifikasi dan Sub
Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi,

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan  Bupati  Karanganyar  Nomor 84
Tahun 2014 tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015  (Berita  Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2014 Nomor 84) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015
Nomor 29}.




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

2.  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan otonom;

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Karanganyar;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

7. Satuan Keria Perangkat Daerah selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah yang menggunakan APBN
dan/atau APBD,;

8 Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa program;

9.  Program adalah penjabaran kebijjakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD;
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Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian darl pencapalan sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kombinasi dar beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(put)  untuk menghasilkan  keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagal dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk  melaksanakan  sebagian  kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD;

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang/jasa milik daerah
di masing-masing SKPD;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah Pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa,

Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya;

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD;
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh SKPD/Institusi lainnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampal diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa;

Unit Layanan Pengadaan vyang selanjutnya
disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa yang terdiri dari pegawai-pegawai
yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa pemerintah;

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk
untuk  melaksanakan Pengadaan  Langsung,
Penunjukan Langsung dan E-Purchasing;

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan,;

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalul audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi,

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya;

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang
berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan
kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan
Barang/Jasa;

Barang adalah setiap benda baik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna
Barang;

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan
yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi
bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware),
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Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu  yang mengutamakan
ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola vang telah dikenal luas di dunia usaha
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
dan pengadaan Barang;

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah
tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang
Pengadaan Barang/Jasa;

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau
diawasl sendiri oleh SKPD sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masyarakat;

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang
ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yvang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa,;

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara
PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana
Swakelola;

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti
oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan
jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan
diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang
kompleks;

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan
yang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah);

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan
vang bernilai paling tinggi Rp.5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah);

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk
langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa,
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Pengadaan Langsung adalah Pengadaan
Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/
Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/
Penunjukan Langsung;

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat
diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang
memenuhi syarat;

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan
Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi
yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah);

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas
dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak
dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang
yang memperlombakan Barang/benda tertentu
yang tidak mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan
berdasarkan Harga Satuan;

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perseorangan dan/atau badan usaha yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenail Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri  sendiri dan dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan wusaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau wusaha besar, vyang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,
adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional}, yang
dikeluarkan oleh  Bank  Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok
Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya
kewajiban Penyedia Barang/Jasa;

Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko
tinggl, menggunakan peralatan yang didesain
khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
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Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement
adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan Kketentuan
perundang-undangan;

Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
selanjutnya  disingkat LPSE adalah unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar
yang melayani proses pengadaan barang/jasa
dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik
dengan menggunakan sistem aplikasi SPSE
nasional;

E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia
Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa
yang terdaftar pada sistem pengadaan secara
elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali
penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,
spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;

E-Purchasing adalah tata cara  pembelian
Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.

b.

pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya
sebaglan atau seluruhnya dibebankan pada APBD;

pengadaan barang/jasa untuk investasi di
lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBD;

pengadaan Dbarang/jasa vyang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar
Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan
dengan pedoman dan ketentuan pengadaan
barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah yang
bersangkutan;

bagi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan
oleh penerima hibah/bantuan, Pemerintah Desa
dan sekolah, baik negeri maupun swasta yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBD, APBN kecuali menggunakan pedoman
khusus.



BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

Pedoman dan Format Laporan Pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan bagi SKPD merupakan pedoman
dalam  pengadaan  barang/jasa dalam  rangka
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan di lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai ruang lingkup yang diatur
dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi SKPD
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan

Bupati inl.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

B —

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH,

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 70



